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MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 119 K/10/MEM/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 11 K/10/MEM/2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA
PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
GAS BUMI MELALUI JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI
UNTUK RUMAH TANGGA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

‘ MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa  dalam rangka mendukung  kelancaran
pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian gas bumi
melalui jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga
Tahun Anggaran 2019 sebagai salah satu Proyek
Strategis Nasional, perlu dilakukan perubahan daerah
penugasan sebagaimana telah ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 11 K/10/MEM/2019 tentang Penugasan kepada
PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan
Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Distribusi

Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2019;



Mengingat

b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam
Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Pertamina, PT Pertamina (Persero) telah menerima
pengalihan seluruh saham milik Negara Repubilik
Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Perusahaan Gas Negara Tbk;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 11 K/10/MEM/2019
tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam
Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui
Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga

Tahun Anggaran 2019;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang
Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4746);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003
tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
(Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 69);
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Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4996);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 4996);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5609);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik
Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Pertamina (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16);
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Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun
2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 289);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 4) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107};
Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui
Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi
untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 17);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengoperasian
Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga
yang Dibangun oleh Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1008);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
782);

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 11 K/10/MEM/2019 tentang Penugasan
Kepada PT Pertamina (Persero) Dalam Penyediaan dan
Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi
Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran
2019;



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR
11 K/10/MEM/2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA
PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN GAS BUMI MELALUI JARINGAN
DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA TAHUN
ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan Diktum KEDUA dalam Keputusan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11
K/10/MEM/2019 tentang Penugasan kepada PT
Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian
Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk
Rumah Tangga Tahun Anggaran 2019 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:
KEDUA : Penugasan kepada PT Pertamina (Persero)
sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dilaksanakan melalui PT
Perusahaan Gas Negara Tbk selaku anak
perusahaan (sub holding gas bumi), meliputi:
a. pembangunan Jaringan Distribusi Gas
Bumi untuk Rumah Tangga beserta

infrastruktur pendukungnya di Kota

Dumai, Kabupaten Karawang,
Kabupaten Cirebon, Kabupaten
Bojonegoro, Kabupaten Lamongan,
Kabupaten Pasuruan, Kabupaten
Probolinggo, Kabupaten Kutai

Kartanegara, dan Kabupaten Banggai;



pengembangan Jaringan Distribusi Gas
Bumi untuk Rumah Tangga beserta
infrastruktur pendukungnya di
Kabupaten Aceh Utara, Kota Palembang,
Kota Jambi, Kota Depok, Kota Bekasi,
Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto,
dan Kabupaten Wajo; dan

penyaluran gas, pengoperasian dan
pemeliharaan Jaringan Distribusi Gas
Bumi untuk Rumah Tangga beserta
infrastruktur pendukungnya di
Kabupaten Aceh Utara, Kota Dumali,
Kota Palembang, Kota Jambi, Kota
Depok, Kota Bekasi, Kabupaten
Karawang, Kabupaten Cirebon,
Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto,
Kabupaten Wajo, Kabupaten Bojonegoro,
Kabupaten Lamongan, Kabupaten
Pasuruan, Kabupaten  Probolinggo,
Kabupaten Kutai Kartanegara, dan

Kabupaten Banggai.



Pasal II
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juli 2019

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

N @t e

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Menteri Keuangan

Menteri Badan Usaha Milik Negara

Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
- Kepala Biro Hukum,
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